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GUBERNURLAMPUNG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON 
PEGAWAI HEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 
I 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Mcnimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan 
tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah 
berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan 
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan 
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa 
pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil 
Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan 
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan pemberian 
tambahan penghasilan dapat berdayaguna dan berhasilguna 
perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lasnpung tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Provinsi Lampung; 

~ 

Mengingat ; 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Larnpung dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi 
Undang-Undang; 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dati Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme; 

3.	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe1ayanan Publik; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 



-2

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti 
Pegawai Negeri Sipil, 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 
tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 

9.	 Peraturan Pemerintab Nomor S3 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil; 

10.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

11.	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedornan 
Analisis Jabatan; 

12.	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tabun 2011 tentang Pedoman 
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri; 

13.	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penetapan 
Kelas Jabatan di Linglrungan Instansi Pemerintah; 

14.	 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; • 

15.	 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis .Jabatan; 

16.	 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

17.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Urusan Pernerintahan Provinsi Lampung; 

18.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan TatakeIja Sekretariat Daerah Provinsi dan 
Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 
Tahun 2014; 

19.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan TatakeIja lnspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi dan Lembaga Teknis Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana teIah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 
Tahun 2014; 

20.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014; 
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22.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian 
dari Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana te1ah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 5 Tahun 2014; 

23.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2016; 

Memperhatikan: 1.	 Peraturan Gubemur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Lampung; 

2.	 Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016; 

MEMUTUSKAN: 

--~netapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI UNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI 
LAMPUNG. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1.	 Daerah adalah Provinsi Lampung. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah 
sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. 

3.	 Gubernur adalah Gubernur Lampung. 

4.	 Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung. 

5.	 Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang 
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam 
suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

6.	 Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya 
disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

7.	 Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau 
dipekerjakan diluar instansi induknya. 

8.	 Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Sipil yang 
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas 
Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang
undangan, 
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9.	 Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
melaksanakan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10.	 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi 
Lampung. 

II.	 Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
rangka memimpin suatu satuan organisasi. 

12.	 Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggungjawab, wewenang seseorang dan hak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat 
mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan 
angka kredit. 

13.	 Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 
pada keterampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan 
angka kredit. 

14.	 Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan 
dan peta jabatan. 

15.	 Uraian jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi 
informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtiar jabatan, 
uraian tugas, beban kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggungjawab, 
wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi 
lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan dan informasi jabatan Iainnya. 

16.	 Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertical 
maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggungjawab 
jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh 
jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 

17.	 Nilai Jabatan adalah nilai komulatif dari faktor yang mempengaruhi tinggi 
rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan. 

---- 18.	 Kelas Jabatan (Grading) adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organiasi yang 
didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar 
pemberian besaran Tunjangan kinerja. 

19.	 Kinerja adalah kcluaran Zhasil dari kegiatanjprogram yang telah atau hendak 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 
kualitas terukur. 

20.	 Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada 
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan 
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di 
Iingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. 

21.	 Jam Kerja adalah rentang waktu yang dipergunakan Pegawai untuk 
melaksanakan tugas dan bekerja di Kantor termasuk waktu istirahat 
sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

22.	 Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang 
kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan danjatau pendidikan 
keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu 
tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/Negara yang 
mendanai pelaksanaan tugas belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan 
kedinasan. 



-5

BABII
 

RUANG LINGKUP DAN JAM KERJA
 

Baglan Kesatu
 

Raang Lingkup
 

Pasa12 

(1)	 Ruang lingkup tambahan penghasilan diberikan kepada: 

a. Pegawai Negeri Sipil; dan 

b. Calon Pegawai Negeri Sipil. 

(2)	 Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikelompokan 
berdasarkan kelas jabatan. 

Baglan Kedua 
Jam Kerja
 

Pasal3
 

(1)	 Jam kerja ditetapkan sebagai berikut: 

a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis.
 
Jam kerja 07.30 - 15.30
 
1stirahat : 12.00 - 12.30
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: 

c.	 terjadi keadaan bencana alam osax] atau kerusakan, sehingga pencatatan 
kehadiran tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; dan 

d.	 lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan 
kehadiran secara e1ektronik. 

(3)	 Kepala SKPD jUnit Kerja wajib melakukan pencatatan kehadiran secara 
manual yang dipergunakan untuk back up data keperluan kedinasan sebagai 
dasar pemberian penilaian dan penjatuhan hukuman disipIin. 

BAB III 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Bagian Kesatu 
Komponen Pemberian Tambahan Pcnghasilan 

Pasa15 

(1)	 Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri SipiI diberikan tambahan 
penghasiIan setiap bulan. 

(2)	 Besaran tambahan penghasilan dan penetapan besaran nilai indeks, nilai 
jabatan ditetapkan berjenjang sesuai tingkatan kelas jabatan sebagaimana 

-	 dimaksud pada ayat (1) sebagairnana tercantum daIam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(3)	 Komponen pemberian tambahan penghasilan berdasarkan disiplin kerja, 
capaian kinerja dan ke1as jabatan. 

Pasa16 

(1)	 Disiplin kerja sebagaimana dimaksud daIam Pasal 5 ayat (3) dihitung 
berdasarkan tingkat kehadiran menurut jam kerja sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

(2)	 Capaian kinerja sebagaimana dimaksud daIam Pasal 5 ayat (3) dihitung 
menurut capaian kinerja berdasarkan sistem penilaian kinerja. 

Pasa17 
(1)	 Kelas jabatan sebagaimana dimaksud daIam Pasal 5 ayat (3) berdasarkan 

indeks NiIai Jabatan yang ditentukan oleh evaluasi Jabatan Pegawai Negeri 
SipiI dan Calon Pegawai Negeri SipiI. -- (2) Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan CaIon Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur 
tersendiri. 

Bagian Kedua 

Pengurangan Tambahan Penghasilan 

Pasa18 

(1)	 Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil mendapat pengurangan 
tambahan penghasilan apabila melanggar disiplin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (1) apabila: 
a.	 tidak masuk kerja tanpa keterangan; 

b.	 tidak berada di tempat tugas; 

c.	 terlambat masuk kerja; 

d.	 puIang kerja sebelum waktu; 

e.	 tidak mengisi daftar hadir kerja dan daftar puIang kerja; dan 

f.	 tidak menggantijam kerja. 



-7

(2)	 Pegawai Negeri Sipil mendapat pengurangan tambahan penghasilan apabila 
capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak tercapai. 

Pasal9 

(I)	 Pegawai Negeri Sipil yang terpenuhi se1uruh daftar hadir namun tidak berada 
ditempat tugas dapat dibatalkan daftar kehadirannya. 

(2)	 Pembatalan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh 
atasan langsung Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang 
diketahui pimpinan SKPD /Unit Kerja yang bersangkutan. 

Pasal10 

(I)	 Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dilakukan 
pengurangan tambahan penghasilan apabila: 
a.	 mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam negeri maupun luar 

negeri yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan dokumen lainnya; 

b.	 sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter termasuk yang 
menjalani rawat inap di rumah sakit; 

c.	 cuti tahunan; 

d.	 cuti bersalin sampai dengan kelahiran anak ketiga. 

e.	 melaksanakan cuti sakit; 

f.	 cuti besar; 

g.	 cuti karena alasan penting; atau 

h.	 cuti karena alasan penting sehubungan dengan teIjadinya musibah pada 
anggota keluarga, 

(2)	 Cuti karena a1asan penting untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf h, apabila melebihi 5 (lima) hari kerja, maka pada hari berikutnya 
dikenakan pemotongan dan dianggap tidak masuk kerja, 

(3)	 Bagi Pegawai Negeri Sipil cuti karena menderita sakit tetap yang berpengaruh 
terhadap aktivitas kerja, tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan 
sampai dengan 3 (tiga) bulan dan untuk bulan berikutnya hanya diberikan 
50% (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan, 

Pasal11 

Pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3) tidak melebihi jumlah 100% tambahan penghasilan selarna 
I (satu] bulan. 

Pasal12 

(1)	 Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan: 
a.	 tidak mempunyaijabatan tertentu; 

b.	 diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

c.	 diberhentikan dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu 
(belum diberhentikan sebagai PNS); 

d.	 dipekeIjakan pada badan/instansi lain di luar Iingkungan Pemerintah 
Provinsi Lampung; 

e.	 menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan 

f.	 bebas tugas untuk menjalani masa persrapan pensiun. 
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(2)	 Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan tambahan penghasilan karena tidak 
mempunyai jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Sekolah Kedinasan. 

Pasal13 

(1)	 Pegawai Negeri Sipil yang izin tidak masuk kerja dengan tidak melampirkan 
surat yang sah diberikan pengurangan tambahan penghasilan danI atau 
dianggap tidak masuk kerja, 

(2)	 Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: 

a.	 Alasan karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari 
dokter; dan 

b.	 Alasan lain yang dibuat dengan surat permohonan iztnj'pemberttahuan dan 
disetujui oleh atasan langsungnya. 

Pasal14 

(1)	 Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan dari jabatan karena menjalankan tugas 
belajar diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima 
puluh persen). 

(2)	 Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan mendapatkan 
tunjangan profesi, maka tambahan penghasilan dibayarkan sebesar se1isih 
antara tambahan penghasilan pada tingkatan jabatannya dengan tunjangan 
profesi pada jenjangnya. 

(3)	 Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
lebih besar dari pada tambahan penghasilan pada tingkatan kelas jabatannya, 
maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya. 

Pasal 15 

(1)	 Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional 
tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai 
ketentuan dibayarkan sebesar 50 % (lima puluh persen). 

(2)	 Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebesar 
100 % (seratus persen) terhitung mulau tanggal keputusan pengangkatan 
kembali dalam jabatan fungsional yang bersngkutan. 

Pasal16 

(1)	 Gubernur melalui pimpinan satuan kerja menugaskan pejabat yang 
membidangi keuangan untuk mengelola pembayaran Tambahan Penghasilan 
Pegawai. 

(2)	 Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi 
daftar hadir elektronik (finger print) dan atau lainnya yang dapat 
dipertanggungjawabkan yang ditembuskan kepada Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi. 
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BABIV 

PENETAPAN DAN KOMPONEN PERHITUNGAN BESARAN
 
TAMBAHAN PENGHASILAN
 

Bagian Kesatu
 

Penetapan Besaran Tambahan penghasUan
 

Pasal17
 

(1)	 Penetapan besaran Tarnbahan Penghasilan ditetapkan berdasarkan nilai 
indeks setiap nilai jabatan, dengan rumusan: 

Upah Minimum Provinsi Rp. 1.763.000,-
Indeks =----- Rp.7.345,-

Nilai Jabatan Terkecil 240 

(2)	 Batas nilai dan kelas jabatan yang beIum ditetapkan dalarn Peraturan ini akan 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(3)	 Ketentuan penetapan kelas jabatan dan nama jabatan Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubemur ini. 

Bagian Kedua
 

Komponen Perhitungan Besaran Tambahan PenghasUan
 

PasallS
 

(1)	 Komponen penentuan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja, 

(2)	 Penentuan perhitungan skor diperoleh berdasarkan hasil pengukuran setiap 
unsur komponen kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 
Peraturan Gubernur ini. 

BABV 

PENILAIAN KINERJA 

Pasal19 

Besaran tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil 
dan Calon Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan indicator: 
a.	 Kedisiplinan kehadiran bekerja, dengan bobot 50% (lima puluh per seratus); dan 

b.	 Capaian kinerja dan atau pelaksanaan tugas dan fungsi dengan bobot 50% 
(lima puluh per seratus). 

Pasal20 

(1)	 Penilaian kedisiplinan kehadiran bekerja dengan bobot 50% sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, ditetapkan sebagai berikut: 
a.	 Kedisiplinan kehadiran bekerja 100 % bemilai 100; 
b.	 Kedisiplinan kehadiuran bekerja 80%-99% bemilai 75; 

c.	 Kedisiplinan kehadiran bekerja 50%-79% bemilai 50; 

d.	 Kedisiplinan kehadiran bekerja kurang dari 50% bernilai 25; dan 
e.	 Kedisiplinan kehadiran bekerja 0% tidak diberikan tambahan penghasilan. 

(2)	 Perhitungan atas kedisiplinan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada daftar kehadiran pagi dan sore yang diakumulatif. 
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(3)	 Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang sedang me1aksanakan 
perjalanan dinas, mengikuti kegiatan kedinasan di luar kantor, mengikuti 
pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan tugas belajar disetarakan 
dengan masuk kerja. 

Pasa121 

(1)	 Penilaian pelaksanaan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dengan 
bobot 50% (lima puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf b, diberikan sesuai dengan penilaian atasan langsung dengan kategori 
sebagai berikut: 
a. Sangat baik sekali, dengan nilai 100; 

b. Baik, dengan nilai 75; 

c. Cukup, dengan nilai 50; dan 

d. Kurang, dengan nilai 25. 

(2)	 Dalam memberikan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan 
langsung berpedoman pada kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IV Peraturan Gubernur ini, 

Pasa122 

(1)	 Penilaian kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan jabatan 
pada SKPD/unit kerja rnasing-masing. 

(2)	 Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani 
oleh Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja atas usul atasan langsung sesuai dengan 
tingkatan jabatan. 

(3)	 Rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan ditandatangani oleh Kepala 
SKPD/Unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan 
Gubernur ini, 

(4)	 Dokumen penilaian kinerja menjadi salah satu ke1engkapan dokumen 
pertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan. 

(5)	 Pengadministrasian dokumen penilaian kinerja wajib dilakukan secara tertib 
dan terstruktur. 

BABV 

PEMBAYARAN DAN PAJAK 

Baglan Kesatu
 

Pembayaran
 

Pasa123
 

(1)	 Pembayaran tambahan penghasilan diberikan paling lama tanggal 15 (lima 
belas) bulan berikutnya. 

(2)	 Percepatan pembayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan pada waktu 
tertentu antara lain: 
a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; 

b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran; dan 

c. Tahun Ajaran Baru. 

(3)	 Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setelah memenuhi persyaratan 
dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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Pasa124 

(1)	 Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 
Negeri Sipil diberikan dengan rumusan sebagai berikut: 

[ TP= BDTPxLSkor 

Keterangan: 
- TP = Tambahan Penghasilan
 
- BD TP = Besaran Dasar Tambahan Penghasilan
 
- LSkor = Total skor nilai dan pengukuran.
 

(2)	 Contoh Perhitungan dan Jumlah tambahan penghasilan yang diterima Pegawai 
Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sip il, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VI Peraturan Gubernur ini. 

Baglan Kedua 

Pajak 

Pasa125 

Pajak penghasilan atas tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Baglan Ketiga 

Pemblayaan 

Pasa126 

(1)	 Pembiayaan akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung. 

(2)	 Perubahan terhadap besaran tambahan penghasilan dilaksanakan sesuai 
dengan kemampuan keuangan daerah. 

BABVI 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasa127 
(1)	 Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Gubemur ini 

dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. 
(2)	 Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 
(3)	 Pengawasan pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan melalui 

pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. 
(4)	 Kepala SKPDjUnit Kerja dan atasan langsung secara berjenjang wajib 

melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan setiap 
bulan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil. 

Pasa128 

(1)	 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, berdasarkan: 

a.	 Penilaian kinerja atas tingkatan disiplin kerja; 
b.	 Penilaian atas capaian hasil kerja; dan 
c.	 Kemampuan keuangan daerah. 

(2)	 Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
menjadi dasar perubahan penetapan besaran tambahan penghasilan. 
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Pasal29 

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan 
dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD. 

BABVII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal30 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 18 
ayat (1) dan (2) dikecualikan bagi Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja. 

Pasal31 

Hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Gubemur ini, tidak 
mengenyampingkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai 
Negeri Sipil. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal32 

Bagi Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berupa insentif 
atau sebutan lainnya di luar yang diatur dalam Peraturan ini sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur, 

Pasal33 

Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima remunerasi, upah pungut dan lainnya 
tidak menerima tambahan penghasilan ini. 

Pasal34 

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan 
penghasilan ke 13 (tiga belas) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal35 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 
71 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi, 

Pasal36 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini terkait pembayaran tunjangan kinerja 
yang penghitungannya berdasarkan disiplin kerja kehadiran menurut hari dan jam 
dinyatakan tetap berlaku sebelum pembayaran tambahan penghasilan yang 
perhitungannya berdasarkan capaian kinerja ditetapkan. 

Pasal37 

Apabila keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan dapat diberikan tunjangan 
kinerja dan/atau tambahan penghasilan kepada Tenaga Kerja Kontrak atau 
Pegawai Tenaga Harlan Lepas (PTHLJ yang diatur tersendiri dengan Keputusan 
Gubemur. 
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Pasa138 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal b Januar1 2016 

. GUBERNUR LAIIPV1ftlo.: . ',~ :..~;. . ~. 

. , 

.. 
.-':-'  -

ttd 

II. RIDHO FICARDO 
.i 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 6=Januar1 2016 

SEKRETARIS DABRAB PRoVmS! LAMPUl'fG• 
Uti.. 

Ir. ARIIIAL .ruwJuDI
 
Pembina Utama
 

NIP. 1956061T 1985031005 
I 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR : ...•• 2
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LAMPIRANI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 2 TAHUN 2016 
TANGGAL: ? Jannari 2016 

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

PROVINSI LAlVIPUNG 
I 

KELAS NILA!
NILAI JABATAN JABATAN INDEKS

NO. 

BESAJ¥N 
T 

PENGHAl ILAN 
(per-bu 

4 

aD) 
KETERANGAN 

32 3 5 

A. KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL 

17 4.673, .000,- Eselon I/b1. 4.280 Rp. 20.00 
2. 3.655 16 2.189,- Eselon IliaRo. 8.00 .000 

3.125 143. 1.600,- Rp. 5.00 .000,- Eselon II/b 
Eselon III/a ( Tingkat12 Rp. 3.00<).000,4. 2.165 1.386,

, Ahli Utama/JFTI 
Eselon III/b (Tingkat1.700 Rp. 2.50<).000,10 1.765,5. Ahli MudalJFT) 
Eselon IV/a [Tingkat1.4306. 9 1.399,- Rp. 2.00(il.000,

, Ahli Pertarna/JFT) 

B. KELOMPOK KEPANGKATAN JFU/QOLONGAN 

Rp. 2.50( .000 955 7 2.618,1. Gal IVe 
2. 790 6 2.532 - Rp. 2.001 .000, Gal IV d 
3. 2.966,590 5 RD. 1.7S( .000  Gal IVe 
4. 440 4 3.636 - Ro. 1.601 .000 - Gol IV b 
5. 440 4 Gal (IV/a)3.409  RD. 1.50( .000,
6. 340 3.824,3 RD. 1.300.000  Gal IIII/dl 
7. Rp. 1.2Sq.000, Gal (III/c)340 3 3.678,
8. Gal (III/b) 340 3.529,3 Rp. 1.200.000,
9. Gal (III/a) 340 3 3.382,- Rp. 1.150.000,
10. Gal (ll/d)290 2 3.621,- Rp. 1.05<).000,
11. Gal (II/C)290 2 3.448,- Rp. 1.00q.000,
12. Gol (II/b)290 3.103,2 Rp. 900.000,
13. Gal (II/a)290 2.931,2 Rp. 85<).000,
14. Rp. 800.000,- Gol (I/d)240 1 3.333,
15. Gal (I/e)240 1 3.125,- Rp. 750.000,
16. Gal (I/b)240 1 2.500,- Rp. 600.000,
17. Gal (I/a)240 2.083,- Rp. 500.000,1 

OUBaRIIUR LAllPUJ(G, 

ttd 

M. RlDBO FICARDO 
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LAMPIRAN II: PERATURAN GUIIJERNUR LAMPUNG 
NOMOR 2 TAIIUN 2016 
TANGGAL : 2 fanuari 2016 

KETENTUAN KELAS JABATAN DAN NAMA JABAT ~ PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI L1NGKUNGAN PEMERINTAII PROVIN ,I LAMPUNG 

JABATAN
 
KELAS
 FUNGSIONALNo. KET.FUNGSIONALJABATAN STRUKTURAL UMUM ~ ERTENTU (JFT) (JFUI 

J :z 43 5 

A. KELOMPOK JABATA1'l STRUKTURAL 

I. 17 Sekretaris Daerah Provinsi Eselon I- -

Inspektur, Asisten Sekretaris 
Daerah, Staf Ahli Gubernur,
 
Kepala Dinas, Kepala Badan,
 . .

152. Eselon II 
dan Direktur Utama RSUD. 
Kepala Badan Perwakilan, 

! 

i 
, 

- -Kepala Biro, Direktur RSUD,4. 14 dan Sekretaris KORPRI.
 
Kepala Bidang, Kepala
 
Bagian, Sekretaris Dinas /
 
Badan, Kepala Sekretariat
 
KPID, Kepala RSJ, Kepala
 T ingkat Ahli Utama-5. 12 Eselon. ' Sandi Kepala ULP, dan 

, 1II/JFrKepala Unit Pelaksana Teknis 
Dinas/Badan. 
Kepala Bagian pada T ngkat Ahli "fuda-106. Sekretariat KORPRI.
 
Kepala Sub Kepa.la
,. Bagian,
 
Seksi, Kepala Sub Bidang,
 I 

! 

Eselon
9 Kepala Sub Bagian, dan T ' gkat Ahli 'rrtama-7. IV/JFT

Kep I" Seksi pada UPT ! 

Dinaa/Badan. ! 

I 
B. KELOMPOK JABATAlI. FUHGSIOIfAL UMUM/JABATAN FUNGSIOIfAL TER1 &NTU 

I 

JABATAN Gal IVIe sd- - i7I. FUNGSIONAL UMUM GollVia 
. JABATAN Gal 1IIId sdi2. 6 - IFUNGSIONAL UMUM Gollllic 

IJABATAN- Gollll/b sd- I3. 5 
,FUNGSIONAL UMUM Gollllia 

. JABATAN Gol IIld sdI - , 
I4. 4 

FUNGSIONAL UMUM GollI/e 
- IJABATAN Gal IIlb sd- i5. 3 FUNGSIONAL UMUM Gol IliaI 

JABATAN Gal lid sd- - i6. 2 FUNGSIONAL UMUM GoII/eI 

I - ,JABATAN Gol lib ad ,7. I - ,FUNGSIONAL UMUM GoII/a. 
I 

I 

OUEBRNUR~G. 
, 

I 

I 
I ttd I 

, 

I 

, 
- UDBO~ARDOII. , 

- - - . _. -- 
, 
, 
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LAMPlRAN III : PERATURAN ot SERNUI{ LAMPUNG 
NOMOR : 2 T~UN2016 
TANGGAL : 2 oJ anuari 2016 

PERHITUN( AN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEG~RI SIPIL 
DAN CiALON PEGAWAI NEGERI SIP L 

NlLAI PEN ~UKURAl !lNo. SKORINDIRA rrOR KINERJ'A KINERJ'A NERJ'AK 
1 4 532 

KEHADIRA 0%)I. I ~RJ'A (I 
a. Kehadira p ('00%) 50,00%100 100 100x50 i 

b. Kehadira 8K>-99% 75 00x50 37,50%75/ 
c. Kehadira 50 00x50bO-79% 50/ 25.00% 

25 , 
,(:4.trang -' O%jd. Kehadira 00x50 12,50%25/ 

Ii 
I 
,II. CAPAIAN Kl N$ltJA (5 ~%) 

ik . ekalina. Sangat B ilai 100 100 1001 100x50 I 50,00% 
b. Baik, nila 7 % 75 75/100x50 37,50% 
c. Cukup, n la 50% 50 50/100x50 25,00% 

ila' 25%d. Kurang, r 12,50% 
Jumlah Sko 

25 25/1OOx50 
XX,xx% 

(TP= Besara r x skor 
I 

Bandar Lampun g, .......... .................
 
I
 
I
 

PteDilai
 
AtasaD Pejal at
 

: PejabatMeDgetahuil ~e 
(AtasaD La:l1gsuDgl, ~i 

INama Nama
 
Nip.
 Nip.i 

.......................
 ... ........
 ... ••••............•..........•. ~ .............
 

I 

OUB$mUR-
I 

'uNO, 
I 
I . ; ! 

ttd 
I , 

I 

I 

I 

, I 
•. RIDHO FIOARJ)O 

I 
.  -

, 

I 

i ,I 

http:����............�..........�
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LA~PIRAN IV :	 PERATURAN GUBERNUR! LAMPUNG 
NOMOR : 2 TAIIUN 2016 
TANGGAL: 2 Januar1 2016 

KRITERIA:fE IL.&T Ii 1APAIAN K1NERJA PEGAWAI NEGE~ SIPIL 

KRITERIA $11 ~ , 
No. SEBUTAN 'Al!}KA URAIAN 

I 

. II emiliki disiplin keIja tinggi dan menjadi tauladan, 
11 emiliki loyalitas sangat tinggi, mampu 'melaksanakan 

il tugas pokok dan fungsi dengan sangat baik 
,(bertanggungjawab, jujur, ikhlas, dan tidak pernah 
menyalahgunakan wewenang); 

\1 

I
 
I
 .Mampu menjabarkan dan menyelesaikan tugas sertaTercapai

1. memiliki kinerja sangat tinggi dan dapat 
IPOsesuai Target '1 dipertanggungjawabkan serta menjadi kebijakanI, 

Pinan; 
I II

" 

'. kerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik 
I I ~. dalam maupun di luar organisasi serta menghargai 

dan menerima pendapat orang lain (menciptakan 
! I 

,
I ll(mdisi kerja yang kondusif); 

2. Tercapai 

I 
! I II emiliki disiplin kerja, tauladan bagi rekan dan 
I 

!I 
I I i ;stitusinya; 

!I I II emiliki kinerja dalam melaksanakan tugas dan
I 
I I f ngsinya dengan baik. 

,
I 5 , c E kerjasama dengan baik dengan rekan kerja, atasan, 
I 
I , b wahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta 

n enghargai dan menerima pendapat orang lain, 
b rsedia menerima keputusan yang diambil secara sah 
V mz telah meniadi kenutusan bersama.I I 

I t siplin kerja masih kurang (sering izin, terlambat dalam 
! p nyelesaian pekerjaan; 

P ngusaan pekerjaan kurang maksimal dan sering 
te bengkalai dan kinerja masih kurang (masih perlu 

3. 
Cukup 

Tercapai 

d akukan pembinaan dan pengawasan). 
. K rang dalam bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, 

b wahan baik didalam maupun di luar organisasi serta 
a akalanya kurang menghargai dan menerima pendapat 
o ang lain, kadang-kadang menyalahgunakan wewenang 
d In kurang menerima keputusan yang diambil secara 
s II vanz telah meniadi keputusan bersama. 

Kurang/4. 
tidak Tercapai 

K rang Disiplin (sering tidak masuk kerja),
 
K nerja kurang dan tidak pernah me1aksanakan tugas
 
d ngan baik (sering bertentangan dengan pimpinan
 
b ~kan rekan sekerja).
 
K rang mampu bekerjasama dengan rekan kerja,
 
a asan, bawahan baik didalam maupun diluar
 
o l5anisasi serta kurang menghargai dan menerima 
p ndapat orang lain (masa bodoh dengan lingkungan 
k ria). 

GUBERNUR LAllPUJl'G. 

ttd 

II. RlDRO FICARDO 
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I I TL..AjJl,I.MJ$AAN V :	 PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR : 2 TAHUN 2016 
TANGGAL : 2 Januari 2016 

I 

REKAPlrrULASI P~*IH TY~'~ •• TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI 
IS 
i 

SKPD/U*T KERJt 
BULAN ! I 

No. I NAMA P 

~I II 11' CALON PEGAWAI NEGERI BIPIL 

,e' •• . .......••••.............••.....•••••..........
 
.~. . . 

JUMLAHBESARAN 
,Y SKOR DrrERIMADASAR IBasicxSkorl 

3 s4 

, 

I 
, 
, 

, 
, 

, 

, 
, 

, 

, 

, 

, 

i 
, ' 

, 
I 

, 

I 

I 

I 

i 

, 

I 

! !, 

I	 I..........•..•............ .... 

I I 

, I 

I _ 

, 

.. ···························r··························	 . 
! ! 

GOBERNUR LAllPUlfO, 

ttd 
I 

K. ~DHO FICARDO 
I 
I, 

http:����.............��.....�����


PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: 2 TAHUN 2016 
TANGGAL : 2 .1 "'Allar; 2016 

CONTOH: 

PERHITDNGANI'I ,11<1'1: 1~llu PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 
q~!lfP~~ PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Nama PN~ I . 

NIP .. .. .. . 
c:.()1()11~11 .O' .. I.. . . 
Kelas Jab ~t n 11 ! 

SKPD/Un t ~rja .. . . .Oc 'j' , 

N~. ,rOMPO ~~ ~ A NI~ 'I PENGU~{uRAN S~R 

I. Ti t Keb ~~.i'\I-0.:..:y.*-__I-~=-++-=-=-...,."..,=-=--==::-:-_J--::.,=-=-::-::-:-_---1 
a.	 e adiran ~CI'M I 100 00j100x50% 50,00% 

75 r,5/100x50% 37,50% 
50 ~0/100x50% 25,00% 
25 ~5/100x50% 1250% 

I 

00j100x50% 50,00%100 
b. I aI<, nilai va	 75 "5/100x50% 37,50% 
c. (u kup, nil 0/100x50% 50,00%~C	 50 
d. ~ ul ana, ni D! 0 I	 25 5/100x50% 12,50%H1--1+-----+----=-=-----+"F-''-==-==.::c..:..::...---I--=c==.::c..:..::...--i 

Misal Jun 18 h Skor 75% 
(TP = BD 111 J mlah S =- ~ 0 00 x 75% -Rp.3.7 0.000,

,"!: Bandar L.ampung,	 .. 
•	 I 

/" Men!! e~i~hUiJM ~ ~11U.	 
\ 

Pejabat Peni1aiI 

Atalal Pejaba DP;~tll	 (Ataaan Langsungl, 

Nam~ : Nama 
! Nip. 
I

Nip. 
, 

Keterangan l' ~rhitun I ~C iall kolom 4
 
Capaian Ki. e
 a (CX)	 ~llxBobot
 

In~i e CX
 
•............ ..
 •.......... ~, • ~ •• : I •• j .	 ....
 

, I" GUBERNUR LAMPUNG, I ! 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 


